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RINGKASAN

Latar belakang penulisan skripsi dengan judul, “Tinjauan
Yuridis Tentang Putusan Praperadilan Dalam Tindak Pidana
Korupsi (Putusan PN Jakarta Selatan No.11/Pid/Prap/2001 /PN
Jak.Sel.)”, terletak pada tindakan aparat penegak hukum yang
melakukan penahanan di luar kewenangannya melakukan
tindakan penahanan terhadap seorang tersangka yang masih
berstatus prajurit aktif saat dugaan tindak pidana korupsi itu
berlangsung. Penahanan hanya dapat dilakukan oleh
orang/aparat penegak hukum yang benar-benar berkompeten
serta harus memenuhi syarat-syarat dari penahanan, yaitu
adanya bukti yang cukup serta kekhawatiran terhadap orang yang
disangka/didakwa akan merusak/menghilangkan barang bukti,
akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana. Alasan-
alasan dan dasar-dasar penahanan tersebut diberlakukan juga
terhadap Ginandjar Kartasasmita sebagai tersangka dalam kasus
dugaan korupsi pada TAC P.T. UPG. Status Ginandjar
Kartasasmita sebagai seorang prajurit aktif pada saat kasus
dugaan korupsi itu terjadi ternyata diabaikan oleh pihak
kejaksaan agung yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik. |
Status Ginandjar Kartasasmita tersebut ternyata berbuntut
panjang yang menuai permohonan praperadilan dari Ginandjar
Kartasasmita melalui kuasa hukumnya terhadap kejaksaan
agung. Gambarn-gambaran tersebut menimbulkan beberapa
permasalahan yaitu, tentang keabsahan penahanan Ginandjar

Kartasasmita oleh kejaksaan agung serta alasan-alasan atau

pertimbangarn-pertimbangan hakim untuk mengabulkan

permohonan praperadilan pihak Ginandjar Kartasasmita.

X11
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Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui kemudian
membahas apa yang menjadi permasalahan dalam rumusan
permasalahan, yaitu mengenai keabsahan penahanan Ginandjar
Kartasasmita sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi TAC
P.T. UPG oleh pihak kejaksaan agung serta untuk mengetahui
alasan-alasan dari hakim mengabulkan permohonan praperadilan
Ginandjar Kartasasmita.

Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif untuk
pendekatan masalah dengan dukungan data-data sekunder
sebagai sumber datanya. Pengumpulan data dilakukan melalui
studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang
dibahas sebagai dasar hukum dan landasan teori. Metode terakhir
yang digunakan adalah penggunaan analisa deskriptif kualitatif
guna memperoleh gambaran singkat tentang permasalahan yang
akan dibahas kemudian disusun secara logis dan sistematik.

Pembahasan-pembahasan atas permasalahan dalam skripsi
ini kemudian ditarik kesimpulan, bahwa penahanan Ginandjar
Kartasasmita adalah tidak sah dan alasan hakim mengabulkan
permohonan praperadilan Ginandjar Kartasasmita sudah tepat.
Saran yang diberikan penyusun, agar para aparat penegak hukum
lebih  bersikap profesional seiring dengan perkembangan

masyarakat.

Xlil
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1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan
terhadap hak asasi manusia yang sejalan dengan politik hukum
nasional. Ciri khas hukum nasional adalah bersifat kodifikasi dan
unifikatif hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 itu sendiri. Produk hukum nasional ini
diwujudkan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut dengan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang juga
merupakan perwujudan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun
1970, termuat pada Lem’(;aran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 yang juga secara tegas
mencabut HIR juncto Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951
sepanjang yang mengatur hukum acara pidana.

KUHAP merupakan landasan hukum peradilan pidana
dengan konsekuensi bahwa seluruh alat penegak hukum dituntut
meninggalkan cara lama baik dalam berpikir maupun bertindak
sekaligus menjunjung hak asasi manusia terutama terhadap
mereka yang tersangkut dalam perkara pidana. Kekuasaan para
penegak hukum ini tidak jarang disalahgunakan atau
memungkinkan timbulnya kesalahan-kesalahan dalam
pelaksanaannya. Misalnya, penangkapan atau penahanan yang
sebetulnya bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan ternyata
dikenakan terhadap orang yang tidak bersalah atau melakukan
penahanan melampaui batas waktu sehingga akan menimbulkan

ketidakadilan terhadap tersangka/terdakwa akibat tindakan
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penegak hukum. Keadaan-keadaan seperti itu tentu merupakan
pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Purnomo (1982 : 38)

menyatakan,

KUHAP berusaha menyelaraskan yang sebaik-baiknya tiga
kepentingan hukum antara kepentingan individu yang
mendalilkan pada jaminan hak asasi manusia, kepentingan
umum yang mendalilkan pada tugas alat negara untuk
kelancaran mengurus rumah tangga negara dan, kepentingan
masyarakat yang mendalilkan pada perlindungan serta
ketentraman untuk bebas dari gangguan kgjahatan bagi
semua orang.

Jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia oleh
KUHAP diwujudkan salah satunya melalui lembaga praperadilan,
dimana melalui lembaga ini maka dapat diciptakan suatu
mekanisme kontrol, yang memiliki fungsi sebagai lembaga yang
berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana para aparat
penegak hukum - dalam hal ini pihak kepolisian selaku penyidik
dan pihak dari penuntut umum - menjalankan tugas dalam
peradilan pidana. Tuntutan praperadilan itu sendiri pada
hakikatnya adalah perselisihan keabsahan tindakan penyidik,
penuntut umum sebagai termohon dengan tersangka/terdakwa
sebagai pihak pemohon. Keberadaan lembaga praperadilan
diberlakukan pada setiap jenis tindak pidana baik yang umum
maupun yang khusus dengan maksud bahwa tidak akan terjadi
perbedaan dalam hal perlindungan hak asasi manusia baik itu
terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana umum ataupun
khusus.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus

yang keberadaannya menjadi polemik tersendiri bagi aparat
penegak hukum. Banyak kasus korupsi yang ternyata dilakukan
oleh para pejabat pemerintah, dimana tugas mereka seharusnya

melindungi  kepentingan dan menciptakan  kesejahteraan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(9%

masyarakat tetapi menyalahgunakannya untuk kepentingan
pribadi yang tentunya mengorbankan banyak pihak untuk
mencapai tujuan tersebut. Praktek korupsi menjadi sorotan tajam
dari khalayak umum karena seringkali melibatkan orang-orang
berpengaruh pada pemerintahan. Terlebih lagi disaat terjadi
kasus-kasus korupsi yang melibatkan para pejabat negara lepas
dari jeratan hukum. Para aparat hukum dituntut untuk bekerja
ekstra keras demi menyelesaikan kasus — kasus korupsi tersebut.

Penyelesaian kasus-kasus korupsi tersebut juga tidak
terlepas dari adanya desakan-desakan masyarakat yang semakin '
meluas agar sesegera mungkin melakukan tindakan-tindakan
hukum untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi.
Kondisi yang sedemikian mendesak ini harus secepat mungkin
diantisipasi oleh para aparat penegak hukum dengan melakukan
berbagai macam cara untuk mewujudkan tuntutan masyarakat
luas tersebut. Tujuan mulia para aparat penegak hukum untuk
segera menyelesaikan setiap kasus tindak pidana korupsi
khususnya yang bersentuhan dengan uang rakyat, tidak jarang
menimbulkan ekses negatif di satu pihak. Ekses negatif ini
menjadi akibat yang harus diterima oleh mereka yang menjadi
tersangka. Keadaan itu timbul karena para aparat penegak hukum
melakukan segala cara untuk dapat sesegera mungkin menjerat
para tersangka pelaku tindak pidana korupsi dalam jeratan
hukum. Tindakan aparat penegak hukum untuk melakukan
segala cara guna mempercepat tercapainya tujuan ini kadangkala
mengakibatkan tindakan mereka cacat hukum sehingga berakibat
pada mereka yang menjadi menjalani proses pemeriksaan
sehingga dapat lepas atau bebas dari jerat hukum.

Kasus Ginandjar Kartasasmita terhadap dugaan terjadinya

korupsi pada Technical Assistance Contract (TAC) P.T.Ustraindo
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Pertamina Gas (P.T.UPG) merupakan salah satu contohnya.
Ginandjar Kartasasmita dijadikan sebagai tersangka dalam kasus
tersebut sehingga pihak Kejaksaan Agung memeriksa dan
menahan Ginandjar untuk keperluan pemeriksaan. Tindakan
Kejaksaan Agung sebagai aparat penegak hukum yang
menempatkan Ginandjar Kartasasmita sebagai tersangka tidak
lagi menjadikan KUHAP sebagai landasan hukum untuk setiap
tindakan dan cara berfikir mereka, sehingga akhirnya menuai
permohonan praperadilan dari Ginandjar melalui kuasa
hukumnya. KUHAP yang menjunjung tinggi dan melindungi hak
asasi manusia menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan
tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Polemik
penahanan Ginandjar sejak awal telah menimbulkan “infeksi
hukum”, artinya, masalah hukum terhadap kasus Ginandjar
Kartasasmita ini telah terkontaminasi dengan masalah politik
sejak Presiden Abdurrahman Wahid memberikan batas akhir
kepada Jaksa Agung Marzuki Darusman untuk menahan
Ginandjar tanggal 31 Mairet 2001, saat itulah mulai terjadinya
simulasi kekuasaan terhadap permasalahan hukum (Dr.Indriyanto
Seno Adji dalam Kompas, 2001:7). Putusan praperadilan yang
kedua juga menyatakan dan mendukung bahwa kesewenang-
wenangan para aparat penegak hukum tidak dapat ditolerir
meskipun bertujuan untuk segera menyelesaikan suatu kasus,
karena itu merupakan suatu hal yang bertentangan dengan apa
yang sudah diatur dalam KUHAP.

Berdasar uraian dari latar belakang tersebut, penyusun
ingin mengkaji secara yuridis tentang suatu putusan praperadilan
terhadap tindak pidana yang bersifat khusus seperti tindak pidana
korupsi dengan mengambil judul, “TINJAUAN YURIDIS TENTANG
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PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan PN Nomeor 11 /Pid.Prap/2001 /PN Jak.Sel.)”.

1.2 Permasalahan

Berdasar uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

8

Apakah penahanan oleh Kejaksaan Agung terhadap Ginandjar
Kartasasmita dalam kasus dugaan korupsi pada TAC PT.UPG

sah?

. Mengapa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

mengabulkan permohonan praperadilan Ginandjar

Kartasasmita?

1.3 Tujuan Penulisan

LY

Untuk mengetahui keabsahan penahanan Kejaksaan Agung
terhadap Ginandjar Kartasasmita dalam kasus dugaan korupsi
pada TAC PT.UPG.

. Untuk  mengetahui alasan-alasan atau pertimbangan-

pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
mengabulkan permohonan praperadilan Ginandjar

Kartasasmita.
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1.4 Metodologi

Metodologi adalah suatu jalan ke pengetahuan, suatu
sistem dari teknik dan prosedur penelitian untuk mendapatkan
data (Waluyo, 1996:17). Metode-metode yang digunakan dalam
skripsi ini adalah :
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan
yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menganalisa perturan
perundang-undangan yang terkait dengan praperadilan digunakan
sebagai dasar dalam melakukan pembahasan  sekaligus

pemecahan dari permasalahan (Ronny Hanitijo Soemitro,
1990:97).

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder
yaitu sumber data tertulis yang diperoleh dari pendapat-pendapat
atau tulisan dari para ahli hukum, karya ilmiah, dan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang
dibahas.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu
suatu teknik yang digunakan dengan menggali data yang ada,
dengan membaca literatur serta peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan masalah yang dikaji sehingga diperoleh

data yang digunakan sebagai dasar hukum dan landasan teori.
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1.4.4 Analisis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan analisis data deskriptif
kualitatif, yaitu upaya untuk memperoleh gambaran singkat suatu
permasalahan yang didasarkan atas peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang
dibahas kemudian disusun secara logis dan sistematik (Ronny

Hanitijo Soemitro, 1990:98).
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FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Tahun 1991-199Z terjadi kerja sama antara Pertamina
dengan P.T. UPG yang diwujudkan dalam bentuk Technical
Assistance  Contract dimana saat itu Prof.Dr.ir.G Jinandjar
Kartasasmita menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi
(Mentamben) sampai dengan Maret 1993. TAC P.T. UPG pada
perkembangan selanjutnya diduga terjadi praktek korupsi yang
didalamnya melibatkan Faisal Abda’oe, Praptono H.Hupojo, dan IB
Sujana.

Pada tanggal 27 Maret 2001 Ginandjar Kartasasmita
dipanggil oleh pihak kejaksaan ke gedung bundar dalam
kapasitasnya sebagai seorang saksi a charge. Pada pemeriksaar
itu pihak Kejaksaan Agung melakukan pencekalan terhadap
Ginandjar atas dasar Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan
oleh Kejaksaan Agung terhadap Ginandjar dan kawan-kawan,
tertanggal 23 Maret 2001. Penyidikan ini juga sekaligus
menetapkan Ginandjar sebagai seorang tersangka dalam tindak
pidana korupsi tersebut. Penyidikan Kejaksaan Agung kemudian
ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan
tertanggal 31 Maret 2001 dengan alasan bahwa sudah terdapat
cukup bukti atas keterlibatan Ginandjar pada tindak pidana
tersebut. Pengeluaran Surat Perintah Penahanan tersebut
didahului dengan permohonan perintah penahanan Ginandjar
pada Panglima TNI sebagai Atasan yang Berhak Menghukum
(Ankum) tertanggal 30 Maret 2001, tetapi jawaban dari pihak TNI _

belum turun, pihak Kejaksaan Agung tetap mengeluarkan Surat
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Perintah Penahanan dengan waktu penahanan selama 20 hari
terhitung mulai tanggal 31 Maret 2001. Keadaan ini diperburuk
dengan tetap dilakukannya penahanan terhadap Ginandjar meski
Ginandjar sedang dirawat inap di rumah sakit dan pada hari itu
adalah hari Sabtu yang bukan merupakan hari kerja.

Ketidakadilan pihak Kejaksaan Agung sebagai termohon
membuat pihak Ginandjar melalui para pengacaranya sebagai
pemohon mengajukan praperadilan. Pihak pemohon merasa
bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-
026 /F/FJP/03/2001 tanggal 23 Maret 2001 dan Surat Perintah
Penahanan Nomor Prin-031/F/FJP/03/2001 tanggal 31 Maret
2001 adalah tidak sah karena bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan dasar hukum dari
penahanan tersebut tidak sesuai karena pemohon menganggap
bahwa penerapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak lagi
berlaku karena sudah muncul Undang-undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
menggantikannya.

Permohonan praperadilan ditindaklanjuti oleh Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan dengan mengeluarkan Putusan Nomor
7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel. oleh Hakim Rusman Dany Ahmad,
S.H. tertanggal 16 April 2001. Amar putusan praperadilan
menyatakan bahwa penyidikan dan penahanan yang dilakukan
pihak termohon adalah tidak sah. Penyidikan dan penahanan
tidak sah hanya setelah tanggal 9 April 2001 tetapi setelah tanggal
tersebut penyidikan dan penahanan adalah sah karena tim
penyidik koneksitas telah terbentuk.

Tanggal 19 April 2001 pihak Ginandjar Kartasasmita
mengajukan permohonan praperadilan kembali pada Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan dengan Kejaksaan Agung sebagai
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termohon. Alasan pihak Ginandjar mengajukan permohonan .
praperadilan yang kedua, karena pihak termohon tidak
membebaskan Ginandjar setelah putusan praperadilan turun, dan
selain itu pihak termohon baru mengeluarkan Surat Perintah
Penahanan tanggal 17 April 2001 yang menyatakan pemberlakuan
masa penahanan Ginandjar Kartasasmita selama 20 (dua puluh)
hari terhitung mulai tanggal 9 April 2002 sampai dengan 28 April
2001 yang oleh pihak pemohon dirasa tidak adil karena Surat
Perintah Penahanan diberlakukan surut. Pihak termohon
dianggap tidak sah melakukan penahanan karena saat tempus
delicti Ginandjar masih berstatus prajurit aktif sehingga yang
berhak melakukan penahanan adalah Ankum.

Atas permohonan praperadilan tersebut pihak Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Putusan Nomor
11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.sel. yang antara lain menyatakan
bahwa penahanan terhadap pemohon melalui Surat Perintah
Penahanan Nomor Prin-052/F/FJP/04 /2001 tertanggal 17 April
2001 adalah tidak sah; perpanjangan penahanan oleh pejabat lain
atas permohonan, permintaan, dan perintah termohon terhadap
pemohon adalah tidak sah; selanjutnya termohon diperintahkan
untuk membebaskan pemohon dari rumah tahanan Kejaksaan

Agung R.I. dan / atau dari rumah tahanan vang lain.

2.2 Dasar Hukum
Dari uraian fakta diatas, maka dasar hukum yang

digunakan sebagai landasan yuridis dalam pembahasan skripsi ini
adalah :
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1. KUHP

Pasal 1 ayat (2)

“ Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu
dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang

menguntungkan baginya”.

2. KUHAP
Pasal 89 ayat (1)

“ Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang
termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan
militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri
Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri
Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan
dalam lingkungan peradilan militer”.

Pasal 89 ayat (2)

“ Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan polisi militer Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur
militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing
menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana”.

Pasal 89 ayat (3)
“ Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan
surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan

Menteri Kehakiman”.

Pasal 284 ayat (2)

“

Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini
diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan
ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk
sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana
tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan
dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.
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3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 26

“ Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum
tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas kepolisian
represif/yustisial dalam penyidikan perkara-perkara korupsi yang
diduga atau mengandung petunjuk telah dilakukan oleh seorang
yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh pengadilan
dalam Lingkungan Peradilan Umum?”.

Pasal 27

“ Bila Jaksa Agung berpendapat bahwa ada cukup alasan untuk
mengajukan perkara korupsi di muka pengadilan maka ketentuan
sebagaimana termaksud dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 1
darurat Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6
Tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 Nomor 53) yang mengatur
tentang hukum acara pidana pada Pengadilan Ketentaraan, tidak
dipergunakan”.

4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer

Pasal 9 angka 1

“Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang :
Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada
waktu melakukan tindak pidana adalah :

a. prajurit;

b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan
prajurit;

C. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang
dipersamakan atau yang dianggap sebagai prajurit berdasarkan
undang-undang;

d. seseorang yang tidak masuk golongan huruf a, huruf b, huruf
c, tetapi atas xeputusan Panglima dengan persetujuan Menteri
Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer”.
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Pasal 78 ayat (1)
“ Untuk kepentingan penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum
dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan

tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari”.

Pasal 198 ayat (1)

“ Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang
termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan
umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri
dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus
diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan
militer”.

Pasal 198 ayat (2)

“ Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer,
Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai
dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang
berlaku untuk penyidikan perkara pidana”.

Pasal 198 ayat (3)
“ Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat

keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman”.

S. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan
Menteri Kehakiman Nomor KEP.10/M/XII/1983 dan M.57
PR.09.03 Tahun 1983 tentang Dibentuknya Tim Penyidik
Koneksitas

Pasal 7 ayat (1)

“ Dalam hal perkara pidana koneksitas merupakan tindak pidana
tertentu yang diatur dalam undang-undang tertentu dengan
ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam
pasal 284 ayat (2) KUHAP, unsur kejaksaan atau pejabat penyidik
yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan
diikutsertakan sebagai anggota Tim Tetap”.
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6. Keputusan Panglima Angkatan  Bersenjata Nomor
Kep/02/I11/1987 tentang Penunjukan Perwira Penyerah
Perkara Bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia

Pasal 15 huruf b

“ Tersangka anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang
telah diberhentikan dari dinas aktif dan perkaranya belum
dilimpahkan, yang bertindak selaku Papera adalah Papera dari
kesatuannya terakhir atau Papera lain yang ditunjuk oleh Pangab
atau Kas Angkatan/Ka.POLRI”.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Penahanan dan Prosedur Penahanan
Membahas masalah penahanan sekaligus menyangkut
instansi penegak hukum lain. Yang dimaksud penegak hukum lain
tersebut adalah pihak penuntut umum dan peradilan di samping
pihak kepolisian itu sendiri yang tentunya tidak terlepas dalam hal
penyidikan karena penahanan dapat dilakukan setelah melihat
hasil penyidikan.
a. Pengertian Penahanan
Pengertian penahanan diatur pada pasal 1 angka 21 KUHAP
yang berbunyi,
“ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di
tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim
dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini”.
Pasal-pasal lain yang lebih memperjelas tentang penahanan antara
lain,
Pasal 6 KUHAP

(1) Penyidik adalah :
a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang.
(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 20 KUHAP

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik
pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud
dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

(2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang
melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

(3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan
dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
Jadi yang berhak melakukan penahanan menurut KUHAP adalah
penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim.
Sedangkan yang dimaksud dengan penahanan lanjutan ialah bila
jangka waktu penahanan yang menjadi wewenang penuntut
umum sudah habis dan kemudian diperpanjang oleh ketua
pengadilan negeri berdasar pasal 25 ayat (2) KUHAP (Mahkamah

Agung, 1984:20).

Penahanan juga diatur pada pasal 1 angka 21 Undang-

undang Nomor 21 Tahun 1997,

“ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di
tempat tertentu oleh penyidik Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia atas perintah Atasan yang Berhak Menghukum, Perwira
Penyerah Perkara atau Hakim Ketua atau Kepala Pengadilan
dengan keputusan/penetapannya dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap seorang tersangka
atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana
berdasarkan bukti yang cukup sesuai dengan yang diatur pada

pasal 21 ayat (1) KUHAP. Selanjutnya pasal 21 ayat (4) KUHAP

menyatakan,

“ Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka
atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

16

maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam
hal

a.

b.

tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun
atau lebih;

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3),
pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat
(1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454,
pasal 455, pasal 459, pasal 480. dan pasal 506 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26
Rechtenordonanntie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan
Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad tahun 1931 Nomor
471), pasal 1, pasal 2, dan pasal 4 Undang-undang Tindak
Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955,
Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), pasal 36 ayat (7),
pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47, dan pasal 48 Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3086).

b. Prosedur Penahanan

Cara penahanan atau penahanan lanjutan, baik yang

dilakukan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan

ketentuan pada pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP, yaitu

13

Prosedur pertama melalui surat perintah penahanan atau surat

penetapan.

Jika penyidik dan penuntut umum melakukan penahanan

maka diberikan surat perintah penahanan sedangkan jika

penahanan dilakukan oleh hakim maka dikeluarkan surat

penetapan penahanan. Surat perintah penahanan maupun

surat penetapan penahanan harus memuat :

- identitas tersangka/terdakwa;

- alasan penahanan;

- uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau
didakwakan;

- tempat tersangka atau terdakwa akan ditahan.
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2. Prosedur kedua, tembusan kepada keluarga
Wajib dilakukan karena hal ini sebagai kontrol pihak keluarga
terhadap aparat penegak hukum untuk melakukan penilaian
sah atau tidaknya penahanan sehingga dapat diajukan sebagai

alasan praperadilan jika memang terjadi ketidakabsahan

penahanan.

2.3.2 Dasar-dasar Penahanan
Penahanan sebagai upaya paksa dari pihak yang berwenang

mempunyai efek samping terhadap keberadaan hak asasi
manusia, karena penahanan mempunyai makna
membelenggu /membatasi kebebasan seseorang sebagai akibat
tindak pidana yang disangkakan atau dituduhkan padanya. Amin
(1971:153) berpendapat,

Bahwa penahanan 1 atas diri  seseorang, merupakan

penyimpangan daripada ketentuan-ketentuan mengenai hak

asasi kebebasan bergerak, dan hanya dapat dilakukan oleh

ketentuan dalam undang-undang.
KUHP sendiri mengatur ancaman hukuman bagi seseorang yang
melakukan penahanan secara tidak sah baik karena kelalaian
atau kealpaan diancam dengan pasal 334 KUHP atau dilakukan
dengan kesengajaan yang diancam dengan pasal 333 KUHP.
Seperti yang dikatakan oleh Adji (1980:4) sebagai berikut,

Keabsahan dari suatu penahanan baru merupakan suatu

Jaminan yang cukup, apabila ia disertai dengan 2 (dua) hal,

yaitu :

a. sitertuduh harus dapat mengetahui setelah ia ditahan, sifat
dari tuduhan yang dihadapkan padanya;

b. jika tertuduh menyadari pentingnya tuduhan, ia harus
mempunyai hak seketika itu untuk mengadakan hubungan
dan consult dengan seorang pembela menurut pilihannya.
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Alasan-alasan tersebut vang mendasari bahwa penahanan tidak

boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Penahanan

diberlakukan pada tersangka/terdakwa apabila syarat-syarat

untuk dilakukan penahanan telah dipenuhi. Moeljatno (1978:25)

membagi syarat penahanan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. syarat obyektif, yaitu karena syarat tersebut dapat diuji ada
atau tidaknya oleh orang lain;

2. syarat subyektif, yaitu karena hanya tergantung pada orang
yang memerintahkan penahanan tadi apakah syarat itu ada
atau tidak.

Jika dihubungkan dengan syarat penahanan yang diatur dalam

KUHAP, maka yang dimaksud dengan syarat obyektif penahanan

tercantum pada pasal 21 ayat (4) KUHAP, sedangkan untuk syarat

subyektif penahanan adalah pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu suatu
keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa
tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau
menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

Pedoman Pelaksanaan (PP)-KUHAP halaman 3 menyatakan,

“bahwa dasar bagi diperkenankan suatu penahanan terhadap

seseorang harus ada dasar menurut hukum dan dasar menurut

keperluan.” Dasar menurut hukum adalah adanya dugaan keras
berdasar bukti yang cukup orang tersebut melakukan tindak
pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun ke atas atau tindak
pidana-tindak pidana yang diatur oleh undang-undang meski
hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun. Dasar hukum menurut '
keperluan adalah adanya kekhawatiran tersangka /terdakwa
melarikan diri atau merusak/menghilangkan bukti, atau akan
mengulangi tindak pidana. Sifat dari alasan menurut keperluan

adalah alternatif sehingga cukup terdapat salah satu dari ketiga

syarat tersebut.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

19

2.3.3 Pengertian Praperadilan
Diatur pada pasal 1 angka 10 KUHAP yang menyebutkan,

“

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk
memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini, tentang :

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan

atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain
atas kuasa tersangka;

b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian

penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan
keadilan;

¢. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya
tidak diajukan ke pengadilan.
Ciri serta eksistensi lembaga praperadilan (M.Yahya
Harahap II, 1985:515) adalah

- berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap
pengadilan negeri. Praperadilan sebagai lembaga pengadilan,
hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai
satuan tugas yang tidak terpisahkan dari dan dengan
pengadilan yang bersangkutan;

- dengan demikian, praperadilan bukan berada diluar atau
disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri;

- administrasi yustisial, personal teknis, peralatan, dan
finansialnya terletak dan bersatu dengan pengadilan negeri,
dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan
pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan;

- tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari
fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.

Praperadilan merupakan kontrol yang dimiliki pengadilan
negeri atas permohonan para pihak yvang telah ditentukan oleh
KUHAP. Wewenang dari praperadilan diatur pada pasal 77 KUHAP

yang meliputi :
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- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan, dan penghentian penuntutan;

- permintaan ganti rugi dan rehabilitasi seorang vang perkara
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau

penuntutan.

Praperadilan dapat diajukan oleh para pihak yang telah ditetapkan

KUHAP. Para pihak tersebut dapat mengajukan praperadilan

dengan berbagai alasan, yaitu :

1.

Pasal 79 KUHAP tentang sah atau tidaknya penahanan
- tersangka/terdakwa
- keluarga

-  kuasanya

. Pasal 80 KUHAP tentang sah atau tidaknya penghentian

penyidikan atau penuntutan

- penyidik

-  penuntut umum

- pihak ketiga yang berkepentingan

Pasal 81 KUHAP tertang permintaan ganti rugi dan/atau
rehabilitasi

- tersangka/terdakwa

- pihak ketiga yang berkepentingan

Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP tentang penyitaan benda yang
bukan alat bukti

- tersangka/terdakwa

- pihak ketiga atau darimana benda itu disita

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah saksi korban, saksi

pelapor, ahli waris tersangka/terdakwa.
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2.3.4 Acara Pemeriksaan Praperadilan
KUHAP mengatur proses pemeriksaan sidang praperadilan
pada pasal 82 ayat (1) KUHAP kemudian diatur lebih lanjut dalam

PP KUHAP. Inti pasal 82_'ayat (1) KUHAP dan PP KUHAP tentang

jalannya berkas-berkas perkara serta acara pemeriksaan

praperadilan antara lain ;

1. mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua
pengadilan negeri disertai dengan alasan-alasannya;

2. pencatatan permohonan praperadilan di buku register
perkara praperadilan kemudian mengajukannya pada
ketua/wakil ketua pengadilan negeri untuk menunjuk hakim
yang akan menangani perkara tersebut;

3. hakim tunggal yang ditunjuk ketua pengadilan negeri
memeriksa perkara praperadilan;

4. 3 (tiga) hari setelah perkara dicatat, hakim praperadilan
harus menetapkan hari sidang dengan memanggil tersangka,
terdakwa/pemohon, dan pejabat vang berwenang untuk
didengar di persidangan;

5. mendengar keterangan dari para pemohon dan termohon;
berita acara sidang praperadilan dibuat sama dengan
pemeriksaan perkara dengan acara singkat;

7. dalam waktu 7 (tujuh) hari perkara praperadilan harus
diputus;

8. jika pemeriksaan sidang praperadilan sedang berlangsung
tetapi pokok perkara sudah diperiksa pengadilan negeri maka
pemeriksaan sidang praperadilan gugur dengan dibuatkan
penetapan;

9. putusan praperadilan tingkat penyidikan bisa diajukan

kembali di tingkat penuntutan dengan permohonan baru.
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2.3.5 Putusan Praperadilan
Pengertian putusan diatur pada pasal 1 angka 11 KUHAP,

“ Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan
dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan
atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Putusan praperadilan tidak diatur secara pasti mengenai bentuk
dan pengertiannya. Tetapi pasal 82 ayat (2) KUHAP memberikan
pedoman bahwa putusan praperadilan harus memuat dengan jelas
dasar dan alasannya. Sedangkan hal-hal yang harus dimuat oleh

suatu putusan praperadilan diatur oleh KUHAP pada pasal 82 ayat
(3), yaitu

“ Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud -

dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :

a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan
atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau Jaksa penuntut
umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera
membebaskan tersangka;

b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian
penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau
penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;

c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan
atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan
jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang
diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan
atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan,
maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada
yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan
dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan
kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Putusan praperadilan bersifat declaratoir, yang pada
dasarnya merupakan suatu putusan yang menegaskan bahwa
seseorang mempunyai hak dan apabila putusan yang dimintakan
itu mempunyai akibat hukum. Dalam memberikan putusan,

hakim praperadilan hanya memutus apa yang diminta oleh
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pemohon, baik dikabulkan sebagian atau ditolak untuk
seluruhnya. Putusan praperadilan yang dapat dijalankan hanyalah
putusan yang mengabulkan permohonan dari pemohon baik
sebagian atau seluruhnya.

[si putusan praperadilan seperti yang diatur pada pasal 82
ayat (3) KUHAP, menyiratkan bahwa ada tiga macam pelaksanaan
putusan praperadilan yaitu :

- melakukan perbuatan tertentu:

- melakukan pembayaran sejumlah uang;

- pemberian rehabilitasi.
Putusan praperadilan yang mengandung perintah untuk
melakukan perbuatan tertentu sebagaimana diatur pada pasal 82
ayat (3) huruf a, b, ¢, dan d KUHAP dilaksanakan oleh penyidik
atau  penuntut umum selaku termohon dalam putusan

praperadilan.

2.3.6 Pengertian Koneksitas dan Penyidikan Tindak Pidana
Koneksitas
a. Pengertian Koneksitas
KUHAP tidak meﬁgatur tentang pengertian koneksitas
secara pasti, tetapi terdapat pasal-pasal yang berhubungan
dengan proses pemeriksaan koneksitas. Undang-undang Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga tidak secara jelas
menyebut pengertian tentang koneksitas, hanya pasal-pasal
tertentu yang mengatur tentang prosedur peradilan koneksitas.
Pengertian tentang konéksitas diperoleh dari pendapat para ahli
hukum. Salam (2001:167) menyatakan, bahwa tindak pidana

koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama
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oleh mereka yvang termasuk dalam lingkungan peradilan umum

dan lingkungan peradilan militer.

b. Penyidikan Tindak Pidana Koneksitas

Pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang
koneksitas merupakan hasil dari Surat Keputusan Bersama
antara Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan
Keamanan /PANGAB, Jaksa Agung R.L Nomor
Kep/B/61/XI1/1971 tentang kebijaksanaan dalam pemeriksaan
yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang termasuk dalam
lingkungan peradilan umum dan orang yang termasuk dalam
lingkungan peradilan militer, dengan sedikit perubahan, yang
bertujuan untuk merni)en'kan dasar hukum bagi penyidikan
tindak pidana koneksitas (Salam, 2001:167).

Penyidikan perkara-perkara koneksitas dilakukan oleh
suatu tim tetap koneksitas sesuai dengan yang tertuang pada
pasal 89 ayat (2) KUHAP dan pasal 198 ayat (2) Undang-undang
Peradilan Militer. Hasil dari tim tetap tersebut kemudian diteliti
bersama oleh jaksa dan oditur militer /oditur militer tinggi untuk
menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili tindak
pidana koneksitas yang bersangkutan. Apabila penelitian bersama
menyatakan bahwa perkara koneksitas harus diadili di pengadilan
umum, maka Perwira Penyerah Perkara (Papera) membuat surat
keputusan penyerahan perkara melalui oditur militer /oditur
militer tinggi pada penuntut umum sebagai dasar pengajuan
perkara ke pengadilan negeri yang berwenang, tetapi bila hasil
penelitian bersama merujuk ke pengadilan militer, maka pendapat
tersebut menjadi dasar usulan oditur militer /oditur militer tinggi

pada menteri pertahanan dan keamanan dan menteri kehakiman
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untuk mengeluarkan keputusan bersama dalam hal penyelesaian
perkara koneksitas tersebut.

Keputusan bersama yang dihasilkan oleh menteri
pertahanan keamanan dan menteri kehakiman mengandung 2
(dua) kemungkinan, yaitu :

1. terdakwa diadili di pengadilan umum
komposisi majelis hakim dalam perkara koneksitas jika diadili
oleh pengadilan umum adalah hakim ketua dari lingkungan
peradilan umum, hakim anggota dari peradilan umum dan
peradilan militer,

2. terdakwa diadili di pengadilan militer
majelis hakim terdiri dari, haki ketua dari lingkungan peradilan
militer dan hakim anggota dari peradilan umum serta peradilan

militer.

2.3.7 Prosedur Pembentukan Tim Tetap Koneksitas
Pasal 89 ayat (2) KUHAP berbunyi,

“ Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan polisi militer Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur
militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing
menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana”.

Pasal 89 ayat (3) KUHAP
© Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan
surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan

Menteri Kehakiman”.

Pasal 198 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997

(2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi
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Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan
umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing
menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara
pidana.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan
surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman.

KUHAP dan Undang-undang Peradilan Militer telah jelas
mengatur bahwa penyidikan perkara koneksitas dilakukan oleh
suatu tim yang terdiri dari unsur pejabat di lingkungan peradilan
umum dan dari lingkungan peradilan militer. Tim Tetap
Koneksitas dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama
Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman Nomor
Kep.10/M/XII/ 1983
Kep.57.PR.09.03 Th 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk

Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

Pembentukan Tim Tetap Koneksitas harus melalui beberapa
prosedur. Kejaksaan agung sebagai penvidik dalam tindak pidana
korupsi harus mengajukan permohonan kepada Panglima TNI
yang bertindak selaku Ankum. Permohonan kejaksaan agung akan
ditindaklanjuti oleh Ankum dengan mengeluarkan perintah
tentang siapa saja yang ditunjuk sebagai penyidik dalam perkara
koneksitas tersebut. Tim Tetap Koneksitas akan terbentuk dengan
ditunjuknya perwira-perwira yang akan menjadi penyidik militer.
Keanggotaan Tim Tetap Koneksitas itu sendiri terbagi atas dua
daerah, yaitu Tim Tetap Pusat dan Tim Tetap Daerah.
Keanggotaan dari masing-masing tim tersebut terdi=i dari -

1. Tim Tetap Pusat
- penyidik dari Mabes POLRI
- penyidik dari Polisi Militer ABRI/Puspom ARI

- oditur militer/oditur militer tinggi
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2. Tim Tetap Daerah
* Daerah hukum Pengadilan Tinggi
- penyidik dari Markas Komado Daerah POLRI
- penyidik dari Polisi Militer ABRI pada POM ABRI
Daerah
- oditur militer/oditur militer tinggi
* Daerah hukum Pengadilan Negeri
- penyidik dari Markas Komando Daerah POLRI, Markas
Komando Kota, Markas Komando Resort POLRI, dan
Markas Komando Sektor POLRI
- penyidik dari Polisi Militer ABRI pada detasemen POM
ABRI
- oditur militer
Keanggotaan Tim Tetap Koneksitas ini ditambah dengan unsur
kejaksaan pada tindak pidana khusus seperti tindak pidana
korupsi (Pasal 2 Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan
Kemanan dan Menteri Kehakiman)

Cara bekerja Tim Tetap tersebut disesuaikan dengan
penggarisan dan batas-batas wewenang yang ada pada masing-
masing unsur tim. Bertitik tolak dari segi wewenang masing-
masing unsur tim, berarti cara pemeriksaan penyidikan dilakukan
sesuai dengan :

- tersangka pelaku sipil diperiksa oleh unsur penyidik POLRI;
- tersangka pelaku anggota ABRI diperiksa oleh penyidik

unsur polisi militer dan oditur militer (Harahap, 1988:545).
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3.1 Keabsahan Penahanan oleh Kejaksaan Agung Terhadap
Ginandjar Kartasasmita dalam Kasus Dugaan Korupsi pada
TAC P.T. UPG

Surat Perintah Penahanan Nomor Prin-052/F/FJP/04 /2001
menuai masalah. Putusan praperadilan adalah bersifat declaratoir
- yaitu bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum
(Sutanto, 1980 : 95) - dan ini juga berlaku pada Putusan
Praperadilan Nomor 07/Pid/Prap/2001 /PN Jak.Sel., dimana pada
amar putusan secara eksplisit tidak menyebutkan adanya
perintah untuk membebaskan Ginandjar Kartasasmita dari
tahanan. Tetapi pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP menyatakan,

Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan
tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada
tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera
membebaskan tersangka.
Ketentuan ini bersifat imperatif karena diperintahkan oleh
undang-undang dan tidak perlu disebutkan secara eksplisit dalam
putusan praperadilan, sedangkan pada ayat yang sama huruf c
dan d terdapat kalimat, “ ...maka dalam putusan dicantumkan...”,
ini berarti masalah ganti kerugian dan rehabilitasi harus secara
nyata dicantumkan dalam suatu putusan praperadilan.

Penahanan dapat dilakukan dilandaskan pada dua dasar
yang menjadi syarat untuk melakukan penahanan, yaitu menurut
hukum dan menurut keperluan. Dasar menurut hukum harus ada

dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang

28
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telah melakukan tindak pidana dengan pidana 5 (lima) tahun ke
atas atau tindak pidana - tindak pidana yang diatur oleh undang-
undang meski hukuman kurang dari 5 (lima) tahun, sedang dasar
menurut keperluan ada tiga alasan didalamnya yang bersifat
alternatif, yaitu adanya kekhawatiran terhadap
tersangka/terdakwa melarikan diri atau merusak/menghilangkan
bukti atau akan mengulangi tindak pidana. Penahanan Ginandjar
sudah dilaksanakan sebelum penyidikan dimulai oleh pihak yang
berwenang, dalam hal ini Tim Tetap Penyidik Koneksitas sehingga
tidak ada alasan yang legal untuk memberlakukan penahanan
terhadap Ginandjar Kartasasmita oleh pihak Kejaksaan Agung.

Keabsahan penahanan terhadap Ginandjar Kartasasmita
atas dasar surat perintah penahanan Nomor Prin-
052/F/FJP/04/2001dapat dikatakan cacat hukum. Surat
perintah penahanan tersebut dapat diartikan telah diberlakukan
surut oleh pihak kejaksaan agung karena mulai berlaku tanggal 9
April 2001 sampai dengan 28 April 2001. KUHAP mengatur
prosedur penahanan pada pasal 21 ayat (2) dan (3) bahwa surat
perintah penahanan harus ditembuskan pada pihak keluarga
tersangka/terdakwa, yang mempunyai makna bahwa surat
perintah penahanan harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian
dilakukan penahanan dan bukan sebaliknya. Ginandjar
Kartasasmita ditahan oleh pihak Kejaksaan Agung dengan dasar
putusan praperadilan yang pertama tidak terdapat perintah untuk
membebaskan Ginandjar Kartasasmita sehingga pihak Kejaksaan
Agung membuat surat perintah penahanan baru untuk Ginandjar
yang sedang menjalani penahanan, baru kemudian surat perintah
penahanan tersebut diberikan pada pihak keluarga Ginandjar
Kartasasmita.
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Ginandjar Kartasasmita adalah seorang prajurit aktif ketika
tindak pidana yang dituduhkan padanya terjadi dan akan
menjalani masa purna bakti pada bulan Mei 1996. Pasal 89 ayat
(1), (2), dan (3) KUHAP jo pasal 198 ayat (1), (2), dan (3) Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur tentang perkara
koneksitas. Pada perkara koneksitas, penyidikan dilakukan oleh
Tim Tetap Koneksitas yang beranggotakan Kepolisian Republik
Indonesia (POLRI), Penyidik Polisi Militer, Oditur Militer atau
Oditur Militer Tinggi, dan Oditur Jenderal serta pihak kejaksaan.
Tim Tetap ini hanya mempunyai kewenangan dalam melakukan
penyidikan bukan melakukan penahanan. Meskipun pasal 26
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menyatakan,

Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum
tertinggi memimpin /mengkoordinir tugas kepolisina
represif/yustisial dalam penyidikan perkara-perkara korupsi
yang diduga atau mengandung petunjuk telah dilakukan oleh
seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
Dasar hukum ini tidak dapat membenarkan pihak kejaksaan
untuk melakukan penahanan terhadap seorang prajurit aktif
seperti Ginandjar Kartasasmita. Penahanan terhadap Ginandjar
hanya dapat dilakukan oleh Ankum sesuai dengan bunyi pasal 78
ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu
Untuk kepentingan penyidikan Atasan yang Berhak
Menghukum dengan surat keputusannya, berwenang
melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama 20 (dua
puluh) hari.
oleh karena itu penahanan Ginandjar Kartasasmita oleh
Kejaksaan Agung tidak mempunyai dasar hukum baik menurut
pasal 24 sampai dengan 26 Undang-undarig Nomor 3 Tahun 1971,

KUHAP, atau Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang
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Peradilan Militer. Kedudukan hukum Ginandjar semakin
diperkuat dengan adanya pasal 9 angka 1 Undang-undang Nomor
31 Tahun 1997, bahwa

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang :
Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang
pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

a. Prajurit;

b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan
Prajurit;

c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang
dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan
undang-undang;

d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf
b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan
persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Artinya, yang berhak mengadili Ginandjar Kartasasmita yang
masih berstatus prajurit aktif hanya peradilan militer. Oleh karena
itu penahanan terhadap Ginandjar atas tindak pidana korupsi
yang disangkakan padanya yang dilakukan pihak Kejaksaan

Agung adalah cacat hukum dan tanpa dasar hukum yang kuat.

3.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan

Mengabulkan  Permohonan  Praperadilan  Ginandjar

Kartasasmita pada Kasus TAC P.T. UPG

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara
Nomor 11/Pid/Prap/2001/PN Jak.Sel memutuskan untuk
mengabulkan permohonan Ginandjar Kartasasmita (sebagai
pemohon) untuk sebagian, menyatakan Kejaksaan Agung (sebagai
termohon) tidak mempunyai wewenang dan tidak sah melakukan
penahanan serta perpanjangan penahanan oleh pejabat lain atas

permohonan, permintaan, dan perintah termohon terhadap
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pemohon juga tidak sah, memerintahkan termohon untuk segera
membebaskan pemohon dari rumah tahanan, menghukum
termohon membayar ganti rugi pada pemohon, dan memulihkan
hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta

martabatnya. g
Pasal 77 KUHAP menyatakan,

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

ini tentang :

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang
perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau
penuntutan.

Ini berarti bahwa lembaga praperadilan mempunyai kewenangan
untuk memutuskan keabsahan suatu penahanan terhadap
seorang tersangka/terdakwa. Pada kasus Ginandjar Kartasasmita
ada beberapa alasan yang menyebabkan penahanannya

dipermasalahkan.

Alasan pertama, Ginandjar Kartasasmita masih tercatat
sebagai prajurit aktif dengan masa purna bakti pada bulan Mei
1996 saat tindak pidana yang disangkakan padanya terjadi.
Ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997

mengatakan,

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang :
Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang
pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

a. Prajurit

b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan
Prajurit;

c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang
dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan
undang-undang;

d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf
b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan
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persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Prinsipnya prajurit aktif yang melakukan tindak pidana diadili
dalam lingkungan  Peradilan  Militer. Kasus Ginandjar
Kartasasmita, ketentuan yang diberlakukan padanya adalah
ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana
koneksitas, karena tersangka selain Ginandjar kartasasmita

adalah orang-orang sipil (non militer).

Pasal 89 KUHAP menyatakan,

(1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang
termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan
peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan
Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan
Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh
pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

(2) Penyidikan perkara pidana sebagimana dimaksud dalam ayat
(1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik
sebagimana dimaksud dalam pasal 6 dan polisi militer
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer
atau iditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka
masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk
penyidikan perkara pidana.

Pasal 198 (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997,

mengatakan,

Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari
Polisi Militer, Oditur, da Penyidik dalam lingkungan
peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-
masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan
perkara pidana.

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut menetapkan
bahwa penyidikan terhadap tindak pidana koneksitas dilakukan

oleh Tim Penyidik Koneksitas dengan jaksa sebagai anggota.

Penyidikan tersebut dilakukan sesuai dengan yurisdiksi dari
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masing-masing yang menjadi tersangka/terdakwa dalam |
penyidikan tersebut. Tersangka seorang prajurit aktif maka
peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 3
Tahun 1971 untuk Tindak Pidana Korupsi, tetapi apabila
tersangka adalah orang sipil maka peraturan perundang-
undangan yang diberlakukan adalah Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan
demikian, terhadap tersangka Ginandjar Kartasasmita karena
masih berstatus sebagai prajurit aktif maka Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971
yang diberlakukan terhadapnya.

Alasan kedua. prosedur penahanan mempunyai aturan
tersendiri pada KUHAP. Pasal 21 KUHAP,

(2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik
atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa
dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan
hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa
dan menyebutkan alasan panahanan serta uraian singkat

perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta
tempat ia ditahan.

(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan
atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
harus diberikan kepada keluarganya.

Pasal tersebut menyebutkan dengan jelas bentuk dari surat

perintah penahanan serta prosedur yang harus dijalani. Secara

logis penahanan tidak dapat berlaku surut karena harus
diberikannya tembusan surat perintah penahanan pada pihak
keluarga tersangka/terdakwa baru penahanan dapat dilakukan.

Status Ginandjar Kartasasmita sebagai prajurit aktif juga menjadi

polemik tersendiri untuk melakukan penahanan. Pasal 78 (1)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan,
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Untuk kepentingan penyidikan Atasan yang Berhak
Menghukum dengan surat keputusannya, berwenang
melakukan penahanan tersangka untuk paling lama 20 (dua
puluh) hari.
Kejaksaan Agung tidak mempunyai hak untuk memberikan surat
perintah penahanan, karena pasal 26 Undang-undang Nomor 3
tahun 1971 hanya menyebutkan bahwa Jaksa Agung hanya
memimpin atau mengkoordinir penyidikan sehingga kewenangan

penahanan tetap ada di tangan Ankum.

3.3 Kajian

Keabsahan penahanan terhadap Ginandjar Kartasasmita
oleh Kejaksaan Agung memang menimbulkan polemik tersendiri.
Tinta tanda tangan Hakim Rusman Dany Ahmad, S.H. pada
putusan Perkara Nomor 7/Pid/Prap/2001/PN Jak.Sel. belumlah
kering, kuasa hukum Ginandjar Kartasasmita sudah mengajukan
permohonan praperadilan untuk yang kedua kali. Alasannya,
penahanan terhadap Ginandjar Kartasasmita sudah dianggap
sebagai “infeksi hukum” serta bukti kesewenang-wenangan pihak
Kejaksaan Agung.

Penahanan terhadap Ginandjar Kartasasmita sepertinya
terlalu dipaksakan untuk dapat memenuhi tuntutan agar dapat
sesegera mungkin menyelesaikan kasus korupsi tersebut. Hal itu
terlihat dari sikap Kejaksaan Agung yang terlalu terburu-buru
bertindak agar Ginandjar Kartasasmita dapat ditahan dan
dijadikan tersangka / terdakwa. Kejaksaan Agung harus lebih teliti
dan lebih pandai dalam menafsirkan hukum. Putusan pengadilan

tidak dapat dibaca dengan setengah-setengah dengan hanya
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membaca dan terpaku pada bunyi amar putusannya tanpa
mencermati apa yang menjadi pertimbangan hukum dari hakim
dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hukum dari hakim
dapat diibaratkan sebagai jiwa atau roh dari amar putusan itu
sendiri sehingga harus secara utuh putusan pengadilan dibaca
dan dipahami.

Putusan praperadilan Nomor 7/Pid/Prap/2001/PN Jak.Sel
menyatakan bahwa penyidikan dan penahanan sebelum tanggal 9
April 2001 adalah tidak sah. Amar putusan ini oleh Kejaksaan
Agung diartikan bahwa setelah tanggal 9 April 2001 penyidikan
dan penahanan adalah sah sehingga Kejaksaan Agung mempunyai
wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penahanan Nomor
Prin-052/F/FJP/04/2001. Pasal 82 ayat (3) huruf a sudah secara
jelas menyatakan,

Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan
atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut
umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera
membebaskan tersangka.
Dapat diartikan bahwa meskipun pada amar putusan tidak
terdapat secara eksplisit kata-kata untuk membebaskan
tersangka/terdakwa, tetapi itu dapat dimaknai sebagai suatu
konsekuensi logis dari pernyataan tidak sahnya suatu penyidikan.
Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP menyiratkan ada 3 macam
pelaksanaan putusan praperadilan, salah satunya adalah
melakukan perbuatan tertentu sebagaimana yang diatur pada
pasal 82 ayat (3) huruf a, b, dan d KUHAP.

Status Ginandjar Kartasasmita sebagai prajurit aktif saat
berlangsungnya tindak pidana korupsi menjadi salah satu faktor
yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan penahanan.

Seperti yang diatur pada pasal 89 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP jo
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pasal 198 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun
1997, perkara yang melibatkan seeorang yang tunduk pada
yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer masuk pada
perkara koneksitas. Perkara koneksitas mempunyai aturan
tersendiri karena melibatkan para pihak dari yurisdiksi peradilan
yang berbeda. Tindak lanjut dari pelaksanaan pasal 89 ayat (3)
KIHAP menghasilkan keputusan bersama Menteri Pertahanan dan
Keamanan  dengan Menteri  Kehakiman Nomor  KEP.
10/M/XI1/1983 dan Nomor M.57 PR. 09. 03 Tahun 1983 tentang
Tim Penyidik Koneksitas. Kejaksaan termasuk didalamnya sebagai
anggota dari tim. Yang perlu digarisbawahi, Tim Penyidik
Koneksitas hanya bertindak selaku penyidik pada perkara
koneksitas. Kewenangannya tidak lebih hanya di bidang
penyidikan, karena itu penahanan bukan menjadi wewenang tim
ini. Kewenangan untuk melakukan penahanan ada pada masing-
masing yustisiabel peradilan yang melekat pada masing-masing
tersangka/terdakwa sesuai pasal 89 ayat (2) KUHAP dan Pasal 198
ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Hal ini juga
berlaku tidak terkecuali pada Ginandjar Kartasasmita karena
faktor-faktor diatas melekat pada diri Ginandjar. Untuk itu
peraturan perundang-undangan mengatur lebih lanjut bahwa
penahanan terhadap Ginandjar hanya bisa dilakukan oleh Atasan
yang Berhak Menghukum/Ankum (vide pasal 78 ayat (1) Undang-
undang Nomor 31 tahun 1997) dengan syarat penahanan tersebut
merupakan konsekuensi yuridis dari hasil penyidikan oleh Tim
Penyidik Koneksitas bukan oleh Kejaksaan Agung atau Pihak

militer.
Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 merupakan peraturan

perundang-undangan yang tepat diberlakukan pada Ginandjar

Kartasasmita, karena hal ini sesuai dengan apa yang diatur pada
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pasal 1 ayat (2) KUHP. Peraturan Perundang-undangan dengan
pidana yang lebih ringan menjadi pilihan utama sehingga Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diberlakukan.
Peraturan perundang-undangan ini pula yang dijadikan oleh
Kejaksaan Agung sebagai salah satu dasar pengesahan penahanan
terhadap Ginandjar. Hal ini tidak dapat dibenarkan. Pasal 26
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, menyebutkan

Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum
tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas kepolisian
represif/yustisial dalam penyidikan perkara-perkara korupsi yang
diduga atau mengandung petunjuk telah dilakukan oleh seorang
yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh pengadilan
dalam Lingkungan Peradilan Umum.

Kata-kata memimpin / mengkoordinir tidak dapat diartikan bahwa
Kejaksaan Agung mempunyai kewenangan penuh terhadap para
tersangka/terdakwa pada perkara koneksitas. Penjelasan dari
pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menyatakan
bahwa tujuan dari pasal tersebut untuk mendapatkan
keseragaman dalam penyidikan. Tidak disebutkan bahwa pihak
kejaksaan juga mempunyai wewenang dalam melakukan
penahanan. Kewenangan penahanan tetap berada di tangan
Ankum, sehingga pasal 26 Undang-undang Nomor 3 tahun 1971
tidak dapat dijadikan dasar bagi Kejaksaan Agung melegalkan
tindakan penahanan terhadap Ginandjar Kartasasmita yang masih
berstatus sebagai prajurit aktif.
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KESIMPULAN DAN-SA

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang terdahulu, maka dapat
diambil kesimpulan :

1. bahwa penahanan terhadap Ginandjar Kartasasmita oleh
Kejaksaan Agung adalah tidak sah karena,

- menurut prosedur penahanan, surat perintah penahanan
harus ditembuskan pada pihak keluarga
tersangka/terdakwa dan tidak berlaku surut;

- penahanan terhadap Ginandjar Kartasasmita dilakukan oleh
pihak Kejaksaan Agung yang kewenangan itu seharusnya
dilakukan oleh Ankum sesuai dengan status Ginandjar
Kartasasmita yang menjadi prajurit aktif saat tindak pidana
korupsi yang disangkakan padanya terjadi.

2. bahwa keputusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
mengabulkan permohonan praperadilan Ginandjar
Kartasasmita sudah tepat dengan pertimbangan-pertimbangan
hukum yang merujuk pada ketentuan-ketentuan pasal 1 ayat
(2) KUHP jo pasal 89 ayat (1),(2),(3) KUHAP jo pasal 9, pasal 78
ayat (1), pasal 198 (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
jo pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

4.2 Saran

1. Warga Negara [ndonesia di masa-masa yang akan datang akan
banyak yang berfikir kritis mengenai berbagai macam persoalan
hukum, permasalahan hak asasi manusia, dan masalah

keadilan. Di samping itu akan juga muncul peningkatan
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pemahaman terhadap politik yang akan mempengaruhi segala
segi kehidupan manusia. Peningkatan cara berfikir masyarakat
yang semakin kritis ini harus pula menjadi barometer bagi para
penegak hukum untuk tidak lagi bertindak sewenang-wenang
melebihi apa yang menjadi wewenangnya, tetapi harus ada .
perubahan terhadap penampilan para penegak hukum untuk
menjadi semakin profesional, komunikatif, dan lebih arif lagi
dalam menjalankan setiap bentuk kewenangannya.

. Lembaga praperadilan merupakan sarana bentuk “concern”
KUHAP terhadap perlindungan hak asasi manusia, karena
melalui lembaga ini diharapkan dapat menegakkan hukum,
keadilan, dan kebenaran sebagai sarana pengawasan
horisontal. Oleh karenanya hakim sebagai satu-satunya yang
mempunyai kewenangan memutus perkara praperadilan selain
sebagai “corong hukum” juga harus mampu bersikap obyektif
tanpa memperhatikan kepentingan politik yang bersinggungan
dengan perkara tersebut, dan penguasaan hakim terhadap
hukum terutama hukum acara sehingga tidak akan

menimbulkan putusan yang mempunyai makna mendua.
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